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ABSTRAK
Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pembuktian
dalam perkara perdata dan bagaimana
penggunaan alat bukti elektronik dalam
perkara perdata. Penlisan skripsi ini
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1.
Pembuktian dalam  perkara perdata
berkaitan dengan alat bukti elektronik
dapat dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 1866 KUHPerdata juncto Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, yaitu dengan cara
mencari alat-alat bukti sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata.
Informasi elektronik dan atau dokumen
elektronik yang ada dalam perkara perdata
yang menggunakan alat bukti elektronik
dianggap sebagai alat bukti yang sah,
sebagai surat atau petunjuk didasarkan
pada penafsiran hukum secara yang
diperluas. Informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik dapat diajukan sebagai
alat bukti pada proses pembuktian dalam
kasus perdata harus didukung oleh
keterangan ahli bahwa alat bukti elektronik
tersebut memang merupakan informasi
elektronik dan atau dokumen elektronik
yang relevan dalam perkara perdata yang
menggunakan alat bukti elektronik yang
sedang diperiksa. 2. Penggunaan alat bukti
elektronik dalam perkara perdata, yaitu alat
bukti lain berupa Informasi, Dokumen, dan
Tanda Tangan Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah dan merupakan perluasan dari alat
bukti yang sah apabila menggunakan Sistem
Elektronik sesuai dengan undang-undang
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yang berlaku dan sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku di Indonesia.
Penggunaan alat bukti tersebut telah
memiliki ~ kepastian  hukum  dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

Kata kunci: Alat bukti elektronik, Perdata.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Alat bukti mempunyai kedudukan yang
siginifikan  dalam  proses persidangan
dimana alat bukti ini menjadi sarana yang
bisa digunakan untuk menguatkan argumen
dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh
karena itu alat bukti ini tidak boleh
tertinggalkan jika seseorang ingin
melakukan dan memenangkan suatu sidang
perkara di pengadilan, tidak terkecuali
mengenai sidang kasus perdata.’

Permasalahan hukum vyang seringkali
dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi,
dan/atau transaksi secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dan hal
yang terkait dengan perbuatan hukum yang
dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Yang dimaksud dengan sistem elektronik
adalah sistem komputer dalam arti luas,
yang tidak hanya mencakup perangkat keras
dan perangkat lunak komputer, tetapi juga
mencakup jaringan telekomunikasi
dan/atau sistem komunikasi elektronik.
Perangkat lunak atau program computer
adalah sekumpulan instruksi  yang
diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode,
skema, ataupun bentuk lain, yang apabila
digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu
membuat  komputer  bekerja  untuk

3Arrianto Mukti Wibowo. Kerangka Hukum Digital
Signature dalam Electronic Commers. Makalah.
Makalah ini pernah dipresentasikan di hadapan
Masyarakat Telekomunikasi Indonesia pada bulan
Juni 1999 di Pusat llmu Komputer Universitas
Indonesia, Depok, Jawa Barat, hal. 1.
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melakukan fungsi khusus atau untuk
mencapai hasil yang khusus,termasuk
persiapan dalam merancang instruksi
tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk
menjelaskan keberadaan sistem informasi
yang merupakan penerapan teknologi
informasi yang berbasis jaringan
telekomunikasi dan media elektronik, yang
berfungsi merancang, memproses,
menganalisis, menampilkan, dan
mengirimkan atau menyebarkan informasi
elektronik. Sistem informasi secara teknis
dan manajemen sebenarnya adalah
perwujudan penerapan produk teknologi
informasi ke dalam suatu bentuk organisasi
dan manajemen sesuai dengan karakteristik
kebutuhan pada organisasi tersebut dan
sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada
sisi yang lain, sistem informasi secara teknis
dan fungsional adalah keterpaduan sistem
antara manusia dan mesin yang mencakup
komponen perangkat keras, perangkat
lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan

substansi informasi yang dalam
pemanfaatannya mencakup fungsi input,
process, output, storage, dan
communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum
sebenarnya sudah sejak lama memperluas
penafsiran asas dan normanya ketika
menghadapi persoalan kebendaan yang
tidak berwujud, misalnya dalam kasus
pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.
Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi
sederhana karena kegiatannya tidak lagi
dibatasi oleh teritori suatu negara, yang
mudah diakses kapan pun dan dari mana
pun. Kerugian dapat terjadi baik pada
pelaku transaksi maupun pada orang lain
yang tidak pernah melakukan transaksi,
misalnya pencurian dana kartu kredit
melalui pembelanjaan di Internet.

Di samping itu, pembuktian merupakan
faktor yang sangat penting, mengingat
informasi elektronik bukan saja belum
terakomodasi dalam sistem hukum acara
Indonesia secara komprehensif, melainkan

juga ternyata sangat rentan untuk diubah,
disadap, dipalsukan, dan dikirim ke
berbagai penjuru dunia dalam waktu
hitungan detik. Dengan demikian, dampak
yang diakibatkannya pun bisa demikian
kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi
pada bidang keperdataan karena transaksi
elektronik untuk kegiatan perdagangan
melalui  sistem elektronik (electronic
commerce) telah menjadi bagian dari
perniagaan nasional dan internasional.
Kenyataan ini  menunjukkan  bahwa
konvergensi di bidang teknologi informasi,
media, dan informatika (telematika)
berkembang terus tanpa dapat dibendung,
seiring dengan ditemukannya
perkembangan baru di bidang teknologi
informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan
melalui media sistem elektronik, yang
disebut juga ruang siber (cyber space),
meskipun bersifat virtual dapat
dikategorikan  sebagai tindakan atau
perbuatan hukum vyang nyata. Secara
yuridis kegiatan pada ruang siber tidak
dapat didekati dengan ukuran dan
kualifikasi hukum konvensional saja sebab
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu
banyak kesulitan dan hal yang lolos dari
pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam
ruang siber adalah kegiatan virtual yang
berdampak sangat nyata meskipun alat
buktinya bersifat elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembuktian dalam perkara
perdata ?

2. Bagaimana penggunaan alat bukti
elektronik dalam perkara perdata?

E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Skripsi ini, digunakan
penelitian hukum normatif melalui studi
kepustakaan untuk mengumpulkan bahan
hukum primer yang meliputi; ketentuan-
ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder
terdiri dari; literatur-literatur dan karya-
karya ilmiah hukum khususnya berkaitan
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dengan alat bukti elektronik dalam perkara
perdata. Bahan hukum tersier yaitu; kamus-
kamus hukum dan sumber tertulis lainnya
yang dapat menjelaskan pengertian-
pengertian dalam penulisan ini. Bahan
hukum primer, sekunder dan tersier yang
telah dikumpulkan dianalisasis secara
kualitatif untuk menarik kesimpulan dan
menjawab perumusan masalah dari hasil
pembahasan.

PEMBAHASAN
A. PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA
Pembuktian adalah penyajian alat-alat
bukti yang sah menurut hukum kepada
hakim yang memeriksa suatu perkara guna
memberikan kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang dikemukakan.Pasal 283
RBg/163 HIR menyatakan :“Barangsiapa
mengatakan mempunyai suatu hak atau
mengemukakan suatu perbuatan untuk
meneguhkan haknya itu, atau untuk
membantah hak orang lain, haruslah
membuktikan adanya perbuatan itu.”
Pembuktian diperlukan dalam suatu
perkara yang mengadili suatu sengketa di
muka pengadilan ( juridicto contentiosa )
maupun dalam perkara-perkara
permohonan yang menghasilkan suatu
penetapan ( juridicto voluntair ). Dalam
suatu proses perdata, salah satu tugas
hakim adalah untuk menyelidiki apakah
suatu hubungan hukum yang menjadi dasar
gugatan benar-benar ada atau tidak.
Adanya hubungan hukum inilah yang harus
terbukti apabila penggugat menginginkan
kemenangan dalam suatu perkara. Apabila
penggugat tidak berhasil untuk
membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar
gugatannya, maka gugatannya tersebut
akan ditolak, namun apabila sebaliknya

DALAM DALAM

*H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum
Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
hal. 83.
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maka gugatannya tersebut akan
dikabulkan.”

Tidak semua dalil yang menjadi dasar
gugatan harus dibuktikan kebenarannya,
sebab dalil-dalil yang tidak disangkal,
apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan
tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal
pembuktian tidak selalu pihak penggugat
saja yang harus membuktikan dalilnya.
Hakim yang memeriksa perkara tersebut
yang akan menentukan siapa diantara
pihak-pihak  yang  berperkara  yang
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak
penggugat atau pihak tergugat. Dengan
perkataan lain  hakim sendiri yang
menentukan pihak vyang mana akan
memikul beban pembuktian.  Hakim
berwenang membebankan kepada para
pihak untuk mengajukan suatu pembuktian
dengan cara yang seadil-adilnya.® Berkaitan
dengan masalah pembuktian ini, Sudikno
Mertokusumo, mengemukakan antara lain:
"...Pada hakikatnya membuktikan dalam
arti yuridis berarti member dasar-dasar
yang cukup kepada hakim yang memeriksa
perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan oleh para pihak di persidangan...””’

B. PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERDATA

Dalam permasalahan pembayaran
transaksi e-commerce yang menggunakan
charge card atau credit card, timbul
permasalahan hukum, apakah pembayaran
yang dilakukan dengan charge card/credit
card merupakan pembayaran mutlak,
ataupun pembayaran bersyarat kepada
penjual barang. Permasalahan itu muncul
jika pemegang kartu (card holder) menolak

>Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, hal. 53.

® Ibid., hal. 53.

’R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia. Liberty Yogyakarta, 1985, hal. 107.
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bertanggung jawab atas pelaksanaan
pembayaran atas beban charge card/credit
card miliknya dengan berbagai alasan.
Misalnya, karena alasan barang yang dibeli
mengandung cacat, ataupun karena alasan
nomor kartu kredit tersebut dipergunakan
oleh orang yang tidak berhak dengan cara
membelanjakannya di berbagai virtual store
di internet.®

Permasalahan lainnya, apakah pemegang
kartu kredit (card holder) mempunyai hak
untuk membatalkan pembayaran yang telah
dilakukannya, dengan meminta supaya
perusahaan penerbit kartu (card issuer)
tidak melaksanakan pembayaran atas
tagihan yang dilakukan oleh pedagang yang
menerima pembayaran dengan kartu.
Dalam bidang hukum misalnya, hingga saat
ini Indonesia belum memiliki perangkat
hukum yang mengakomodasi
perkembangan e-commerce. Padahal
pranata hukum merupakan salah satu
ornament utama dalam bisnis. Dengan
tiadanya regulasi khusus yang mengatur
mengatur perjanjian virtual, maka secara
otomatis perjanjian-perjanjian di internet
tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian
non elektronik yang berlaku.

Hukum perjanjian Indonesia menganut
asas kebebasan berkontrak berdasarkan
Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberi
kebebasan kepada para pihak yang sepakat
untuk membentuk suatu perjanjian untuk
menentukan sendiri bentuk serta isi suatu
perjanjian. Dengan demikian para pihak
yang membuat perjanjian dapat mengatur
sendiri hubungan hukum diantara mereka.
Sebagaimana dalam perdagangan
konvensional, e-commerce menimbulkan
perikatan antara para pihak untuk

8STIE-MCE ABIS (Articles of Business Information
Systems); e-mail: abis@stie-mce.ac.id.Vera.
Accounting Dept, STIE MCE. san2_
mymail@yahoo.com. Ellen Liena  Christine.
Accounting Dept, STIE-MCE n27901@student.stie-
mce.ac.id.Melissa Accounting Dept, STIE-
MCE.n27908@student.stie-mce.ac.id. Hubungan
Hukum Antara Pelaku E-Commerce.

memberikan suatu prestasi. Implikasi dari
perikatan itu adalah timbulnya hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para
pihak yang terlibat.’

Didalam hukum perikatan Indonesia
dikenal apa yang disebut ketentuan hukum
pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia
untuk dipergunakan oleh para pihak yang
membuat perjanjian apabila ternyata
perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu
hal ternyata kurang lengkap atau belum
mengatur sesutu hal. Ketentuan hukum
pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum
dan ketentuan khusus untuk jenis
perjanjian tertentu.

Jual-beli merupakan salah satu jenis
perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata,
sedangkan e-commerce pada dasarnya
merupakan model transaksi jual-beli
modern yang mengimplikasikan inovasi
teknologi seperti internet sebagai media
transaksi. Dengan demikian selama tidak
diperjanjikan lain, maka ketentuan umum
tentang perikatan dan perjanjian jual-beli
yang diatur dalam Buku Ill KUHPerdata
berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-
commerce di Indonesia. Jika dalam
pelaksanaan transaksi e-commerce tersebut
timbul sengketa, maka para pihak dapat
mencari penyelesaiannya dalam ketentuan
tersebut.®

Akan tetapi permasalahannya tidaklah
sesederhana itu. e-commerce merupakan
model perjanjian  jual-beli dengan
karakteristik dan aksentuasi yang berbeda
dengan model transaksi jual-beli
konvensional, apalagi dengan daya jangkau
yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat
global. Adaptasi secara langsung ketentuan
jual-beli konvensional akan kurang tepat
dan tidak sesuai dengan konteks e-
commerce. Oleh karena itu perlu analisis
apakah ketentuan hukum yang ada dalam
KUHPerd dan KUHD sudah cukup relevan
dan akomodatif dengan hakekat e-

°Ibid.
1% 1pid.
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commerce atau perlu regulasi khusus yang

mengatur tentang e-commerce.

Beberapa permasalahan hukum vyang
muncul dalam bidang hukum dalam
aktivitas e-commerce, antara lain:*

1. Otentikasi subyek hukum yang membuat
transaksi melalui internet;

2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki

kekuatan mengikat secara hukum ;

. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;

. Mekanisme peralihan hak;

5. Hubungan hukum dan
pertanggungjawaban para pihak yang
terlibat dalam transaksi baik penjual,
pembeli, maupun para pendukung
seperti perbankan, internet service
provider (ISP), dan lain-lain;

6. Legalitas dokumen catatan elektronik
serta tanda tangan digital sebagai alat
bukti;

7. Mekanisme penyelesaian sengketa;

8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang

H W

berwenang dalam penyelesaian
sengketa.
Bab Il Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,

mengatur Informasi, Dokumen, dan Tanda

Tangan Elektronik. Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perluasan dari alat
bukti yang sah sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan Sistem

Elektronik sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

" 1bid.
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(4) Ketentuan mengenai Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang

harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya vyang

menurut  Undang-Undang harus
dibuat dalam bentuk akta notaril
atau akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta.

Pasal 6 menyebutkan: Dalam hal
terdapat ketentuan lain selain yang diatur
dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan
bahwa suatu informasi harus berbentuk
tertulis atau asli, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah
sepanjang informasi yang tercantum di
dalamnya dapat diakses, ditampilkan,
dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga
menerangkan suatu keadaan. Pasal 7:
Setiap Orang vyang menyatakan hak,
memperkuat hak yang telah ada, atau
menolak hak Orang lain berdasarkan
adanya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik harus memastikan
bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang ada padanya
berasal dari Sistem Elektronik yang
memenuhi syarat berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 8 menyebutkan:

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu
pengiriman suatu Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan  pada saat Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik telah dikirim dengan alamat
yang benar oleh Pengirim ke suatu
Sistem Elektronik yang ditunjuk atau
dipergunakan Penerima dan telah
memasuki Sistem Elektronik yang
berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu
penerimaan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik
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(3)

(4)

ditentukan  pada saat Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki Sistem Elektronik
di bawah kendali Penerima yang
berhak.

Dalam hal Penerima telah menunjuk
suatu Sistem Elektronik tertentu untuk
menerima Informasi Elektronik,
penerimaan terjadi pada saat Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki Sistem Elektronik
yang ditunjuk.

Dalam hal terdapat dua atau lebih
sistem informasi yang digunakan dalam
pengiriman atau penerimaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik, maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika

Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  memasuki
sistem informasi pertama vyang

berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika

Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  memasuki
sistem informasi terakhir yang

berada di bawah kendali Penerima.
Pasal 9: Pelaku usaha yang menawarkan

produk melalui Sistem Elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan
benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10:

(1) Setiap pelaku usaha yang
menyelenggarakan Transaksi Elektronik
dapat disertifikasi oleh Lembaga
Sertifikasi Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan
Lembaga Sertifikasi Keandalan

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11:

Tanda Tangan Elektronik memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum
yang sah selama memenubhi
persyaratan sebagai berikut:

(2)

(1)

(2)

a. data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik  pada saat  proses
penandatanganan elektronik hanya
berada dalam kuasa Penanda
Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda
Tangan Elektronik yang terjadi
setelah waktu penandatanganan
dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap
Informasi Elektronik yang terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai
untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu
menunjukkan  bahwa
Tangan telah
persetujuan terhadap
Elektronik yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda

Tangan Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 menyebutkan:

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda

Tangan Elektronik berkewajiban

memberikan pengamanan atas Tanda

Tangan Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh
Orang lain yang tidak berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan

untuk
Penanda
memberikan
Informasi

prinsip kehati-hatian untuk
menghindari penggunaan secara
tidak sah terhadap data terkait
pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa

menunda-nunda, menggunakan cara
yang dianjurkan oleh penyelenggara
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Tanda Tangan Elektronik ataupun
cara lain yang layak dan sepatutnya
harus segera  memberitahukan
kepada seseorang yang oleh
Penanda Tangan dianggap
memercayai Tanda Tangan
Elektronik atau kepada pihak
pendukung layanan Tanda Tangan
Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui
bahwa data pembuatan Tanda
Tangan Elektronik telah dibobol;

atau
2. keadaan vyang diketahui oleh
Penanda Tangan dapat

menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya
data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik; dan
d. dalam hal Sertifikat Elektronik
digunakan untuk mendukung Tanda
Tangan Elektronik, Penanda Tangan
harus memastikan kebenaran dan
keutuhan semua informasi vyang
terkait dengan Sertifikat Elektronik
tersebut.

(3) Setiap Orang vyang  melakukan
pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertanggung
jawab atas segala kerugian dan
konsekuensi hukum yang timbul.

Bab IV Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Dan
Sistem Elektronik. Bagian Kesatu.
Penyelenggaraan  Sertifikasi  Elektronik,
Pasal 13:

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
untuk pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
harus memastikan keterkaitan suatu
Tanda Tangan Elektronik dengan
pemiliknya.
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(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
terdiri atas:

a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Indonesia; dan

b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Indonesia berbadan hukum Indonesia
dan berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
asing yang beroperasi di Indonesia
harus terdaftar di Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14: Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5)

harus menyediakan informasi yang akurat,

jelas, dan pasti kepada setiap pengguna
jasa, yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi Penanda Tangan;

b. hal vyang dapat digunakan untuk
mengetahui data diri pembuat Tanda
Tangan Elektronik; dan

c. hal vyang dapat digunakan untuk
menunjukkan keberlakuan dan
keamanan Tanda Tangan Elektronik.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem

Elektronik. Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik
harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta

bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik
bertanggung jawab terhadap

Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat

dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau
kelalaian pihak pengguna Sistem
Elektronik.
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Pasal 16:

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh
undang-undang  tersendiri,  setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
mengoperasikan Sistem Elektronik yang

memenubhi persyaratan minimum

sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali
Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik secara utuh
sesuai dengan masa retensi yang
ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan,
keutuhan, keotentikan, kerahasiaan,
dan keteraksesan Informasi
Elektronik dalam Penyelenggaraan
Sistem Elektronik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan
prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau
petunjuk yang diumumkan dengan
bahasa, informasi, atau simbol yang
dapat dipahami oleh pihak yang
bersangkutan dengan
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang
berkelanjutan untuk menjaga
kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur

atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang
Penyelenggaraan Sistem  Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Semakin banyaknya kejahatan-kejahatan
yang dilakukan  melalui dan atau
menyalahgunakan teknologi informasi,
memerlukan perhatian yang tepat dalam
proses penegakan hukumnya, karena
sampai saat ini di Indonesia belum ada
undang-undang vyang mengatur khusus
mengenai perkara perdata yang
menggunakan alat bukti elektronik dan
ketentuan hukum acaranya, sehingga

proses penegakan hukumnya masih
berpedoman pada ketentuan hukum acara
perdata konvensional.?

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik merupakan sedikit kemajuan
dalam menyikapi dan menanggulangi
maraknya perkara perdata yang
menggunakan alat  bukti elektronik,
terutama  dalam  proses  penegakan
hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik telah memberikan sedikit solusi
atas kekosongan hukum acara perdata pada
perkara-perkara perdata yang
menggunakan alat bukti elektronik. Pada
praktiknya, masih banyak kendala yang
dihadapi para penegak hukum dalam
melakukan  proses pembuktian pada
perkara perdata yang menggunakan alat
bukti elektronik, karena sulitnya
mendapatkan alat bukti yang dianggap sah
secara hukum, keterbatasan sumber daya
manusia dari penegak hukum itu sendiri
dalam menggunakan teknologi informasi
untuk mencari suatu hal yang dapat
diajukan sebagai alat bukti yang sah pada
perkara perdata yang menggunakan alat
bukti elektronik.*®

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembuktian dalam perkara perdata
berkaitan dengan alat bukti elektronik
dapat dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 1866 KUHPerdata juncto Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan
cara mencari alat-alat bukti sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1866

2http://id.shvoong.com/tags/alat-bukti-
perdata.AtiansyaChandra.http://id.shvoong.com/
writers/atiansyachandra/Proses Pembuktian Pada
Perkara Perdata (alat bukti elektronik).Diterbitkan di:
27 Juni, 2011.

Blbid.
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KUHPerdata. Informasi elektronik dan
atau dokumen elektronik yang ada
dalam perkara perdata yang
menggunakan alat bukti elektronik
dianggap sebagai alat bukti yang sah,
sebagai surat atau petunjuk didasarkan
pada penafsiran hukum secara yang
diperluas. Informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik dapat diajukan
sebagai alat bukti pada proses
pembuktian dalam kasus perdata harus
didukung oleh keterangan ahli bahwa
alat bukti elektronik tersebut memang
merupakan informasi elektronik dan
atau dokumen elektronik yang relevan
dalam perkara perdata yang
menggunakan alat bukti elektronik yang
sedang diperiksa.

. Penggunaan alat bukti elektronik dalam
perkara perdata, yaitu alat bukti lain
berupa Informasi, Dokumen, dan Tanda
Tangan  Elektronik dan/atau  hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah dan merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah apabila menggunakan
Sistem Elektronik sesuai dengan undang-
undang yang berlaku dan sesuai dengan
Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Penggunaan alat bukti tersebut telah
memiliki  kepastian hukum dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor
11 Tahun Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.

. SARAN

. Pembuktian dalam perkara perdata di
pengadilan berkaitan dengan alat bukti
elektronik, memerlukan bantuan ahli
yang memiliki keahlian khusus di bidang
informasi dan teknologi elektronik.
Pengadilan dan bagi para penegak
hukum harus memiliki dasar hukum atas
semua tindakan hukumnya atas perkara
perdata yang menggunakan alat bukti
elektronik  terutama dalam proses
pembuktian. Penafsiran hukum terhadap
beberapa ketentuan yang menyangkut

Lex et Societatis, Vol. 11/No. 1/Januari/2014

hukum acara perdata perlu dilakukan
dalam  kaitannya  dengan  proses
pembuktian secara elektronik dalam
perkara perdata yang menggunakan alat
bukti elektronik, seperti penafsiran
hukum secara sistematis dan ekstensif
terhadap Pasal 1866 KUHPerdata terkait
dengan alat-alat bukti yang sah secara
hukum yang juga dapat diberlakukan
dalam perkara perdata yang
menggunakan alat bukti elektronik.

2. Penggunaan alat bukti elektronik dalam
perkara perdata, yaitu alat bukti lain
berupa Informasi, Dokumen, dan Tanda
Tangan  Elektronik  dan/atau  hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah hendaknya tidak
disalahgunakan oleh masyarakat. Oleh
karena itu pemerintah perlu melakukan
pengawasan dan penegakan hukum
secara efektif. Bagi masyarakat perlu
untuk mengajukan gugatan terhadap
pihak yang menyelenggarakan Sistem
Elektronik  dan/atau menggunakan
Teknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian.
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